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Menurut Aamondt (2010), kompetensi
(competencies)

Gita Widya Laksmini Soerjoatmodjo
Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya, Banten

For the first time after 18 years of establishment, Indonesian
Photojournalist Association (Pewarta Foto Indonesia/PFl) - a professional
organization consisting of more than 800 photojournalists in 20 cities in
Indonesia - assembles the standard of competence of this profession.
Competence comprises of knowledge, skills, abilities and other
characteristics to perform a job. Based on Indonesian Press Council
guidelines and standards previously developed by Alliance of Independent
Journalists (Aliansi Jurnalis Independen/AJl), Indonesian Television
Journalists Associataion (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/lJTI) and
Indonesian Journalists Association (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI),
this descriptive qualitative action research focuses on PFI as a case study
and uses semi-structure interview to 11 photojournalism experts from PFI
to bring together their very own standard of competence. It is hoped that
this writing contributes to PFI in developing its national standard as well
as to Industrial and Organizational (1/0) Psychology as a relevant body of
knowledge. Findings identity 11 key competence divided into basic
(Pewarta Foto Muda), intermediate (Madya) and advanced (Utama) levels.
This research recommends a different set of competences for
freelancers/stringers who choose non-managerial career path in news
organizations.

Keywords: Competence, competency standardization, competency test,
professional organization, Indonesian Photo Journalist
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pelayanan publik yang memberikan jasa penting
bagi masyarakat (Mortensen & Keshelashvili,

(knowledge), keterampilan (skills), kemampuan
(abilities) dan karakteristik-karakteristik lain
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan
(to perform a job). Agar dapat menjalankan
pekerjaannya dengan baik, seseorang butuh
kompetensi sesuai (Rogelberg, 2007). Uraian
tersebut mencakup juga ke konteks profesi -
pekerjaan  (occupations) dengan orientasi

69

2013) Para pengemban profesi memiliki
kompetensi  eksklusif ~ melalui  rangkaian
pendidikan dan pelatihan yang membekali nilai
dan  norma  sebagai  panduan  yang
dikodifikasikan antara lain menjadi kode etik.
Karakteristik tersebut memberi otonomi pada
tiap profesi untuk mengendalikan praktik-
praktik di dalamnya dan memungkinkan tiap
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profesi menentukan siapa saja yang dapat
memasuki profesi tersebut.

Di Indonesia, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2

Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional yang menjelaskan
tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional
(SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan
kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal
ini kemudian diterjemahkan oleh berbagai
instansi, termasuk Dewan Pers sebagai lembaga
independen yang berfungsi mengembangkan
dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
Dewan Pers menyusun standar kompetensi
untuk profesi wartawan yang memberikan
kesempatan kepada siapapun menjadi jurnalis
asalkan memiliki kompetensi. Di sisi lain,
standar kompetensi bertujuan meningkatkan
profesionalisme para jurnalis karena publik kini
dapat menilai jurnalis mana yang kompeten dan
tidak (Dewan Pers, 2010a). Salah satu
organisasi profesi jurnalis yaitu Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) menyatakan bahwa semua
jurnalis harus ikut uji kompetensi agar kualitas
kerja jurnalis terukur dan publik dapat
mengontrol perilaku jurnalis di lapangan
(Aliansi Jurnalis Independen, 2014).

Salah satu profesi jurnalistik yang
memandang penting isu kompetensi adalah
Pewarta Foto Indonesia (PFI). Seperti halnya
jurnalis, pewarta foto menghasilkan karya
jurnalistik dalam bentuk foto. Foto jurnalistik
merupakan produk atau karya visual dari
jurnalisme yang memiliki nilai berita atau pesan
yang penting diketahui  khalayak dan

disebarluaskan melalui media massa (Laba,
Laba, Rusmiwari, & Diahloka, 2013). Foto
jurnalistik memiliki sifat serupa seperti berita
tulis yakni memuat unsur apa (what), siapa
(who), dimana (where), kapan (when), dan
mengapa (why), dengan kekuatan pada
penyampaian tentang bagaimana (how) yaitu:
pembaca tidak perlu berandai-andai tentang
bagaimana kejadian berlangsung karena hal
tersebut jelas dalam foto, secara langsung foto
jurnalistik menciptakan persepsi kejadian, serta
foto jurnalistik mampu menimbulkan respon
emosional lebih cepat daripada tulisan (Novia,
2012). Lebih lanjut, Novia (2012) menjelaskan
bahwa pewarta foto merekam berbagai obyek
atau peristiwva untuk disampaikan kembali
kepada khalayak ramai. Oleh karena itu,
seorang pewarta foto perlu  memiliki
kompetensi tertentu dalam mengungkapkan
obyek foto sebagai fakta yang kemudian diolah
sebagai produk jurnalistik.

Di Indonesia, Pewarta Foto Indonesia
menjadi wadah bagi mereka yang berprofesi
sebagai pewarta foto, baik yang berstatus
karyawan di media tertentu maupun freelance
atau dikenal juga dengan istilah stringer.
Pewarta Foto Indonesia (2015a) menjelaskan
bagaimana organisasi profesi ini berawal.
Sejarah pewarta foto Indonesia dimulai ketika
pewarta foto kantor berita Jepang, Domei, Alex
Mendur, dan adiknya Frans yang bekerja
sebagai  fotografer koran Asia Raya,
mengabadikan Soekarno yang membacakan
Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur

56 pada pagi tanggal 17 Agustus 1945.
Sejarawan  Asvi Warman Adam bahkan
menggugah, seandainya Mendur bersaudara

tidak ada di Pegangsaan Timur 56 ketika itu,
maka boleh jadi Proklamasi diyakini tidak
benar terjadi. Sejarah Indonesia kemudian
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bergerak terus sampai bergulirnya reformasi
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru
yang kemudian jadi tonggak lahirnya kebebasan
pers di Indonesia. Perusahaan pers tumbuh
subur seiring hilangnya pemberlakuan Surat
Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk
mendirikan perusahaan pers. Seiring dengan itu
lahir banyak pewarta foto sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan akan profesi tersebut.
Proses transisi politik menuju era reformasi
dalam perjalanannya mengalami  banyak
turbulensi dimana kebebasan pers belum sesuai
dengan marwahnya dan tindakan represif
dialami insan pers terutama pewarta foto. Oleh
karenanya, dilandasi nafas yang sama untuk
membangun sistem perlindungan profesi yang
kuat, maka sejumlah pewarta foto kemudian
menggagas dibentuknya organisasi PFI.

Pewarta Foto Indonesia (2015a)
menjelaskan bahwa PFI yang berawal dari
perkumpulan bernama Fokus di tahun 1992
kemudian berkembang menjadi organisasi
profesi pada tanggal 18 Desember 1998. Sejak
2015, PFI diminta Dewan Pers untuk mengelola
standarisasi kompetensi pewarta foto untuk
dinormalisasi tahun ini. Maka di tahun ini,
untuk pertama kalinya sejak berdiri 18 tahun
lalu, PFI yang mewadahi lebih dari 800 jurnalis
foto/pewarta foto di 20 kota di seluruh
Indonesia menyusun standarisasi kompetensi.

Agar dapat tepat menyusun standarisasi
kompetensi, PFI membutuhkan gambaran
kompetensi  profesi pewarta foto. Studi
deskriptif ini  diperlukan sebagai  basis
standarisasi kompetensi atas anggota-anggota
PFI yang tersebar di seluruh Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran tentang kompetensi profesi pewarta
foto guna menjawab kebutuhan di atas. Adapun
rumusan masalah penelitian ini adalah:

bagaimana gambaran kompetensi profesi
pewarta foto di Indonesia? Untuk menjawab hal
tersebut, maka tulisan ini menggunakan
sistematika yang terdiri dari latar belakang,
kajian literatur, metodologi penelitian yang
kemudian diikuti hasil penelitian serta ditutup
dengan diskusi dan kesimpulan.

Dalam konteks Psikologi Industri dan
Organisasi,  kajian  tentang  kompetensi
mewarnai pembahasan seputar Manajemen

Sumber Daya Manusia. Pembicaraan tentang
kompetensi umumnya dikaitkan dengan analisis
jabatan  (job  analysis)  yaitu  upaya
mengidentifikasi tugas-tugas yang dilakukan
dalam sebuah pekerjaan, dalam kondisi-kondisi
seperti apa pekerjaan tersebut dilakukan dan
pengetahuan, keterampilan serta kemampuan
apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan
sebuah  pekerjaan dalam  kondisi-kondisi
tersebut (Aamondt, 2010). Kemudian seiring
dengan perjalanan waktu, berkembanglah apa
yang disebut sebagai competencies modeling
yang menjadi pengembangan lebih lanjut dari
analisis jabatan (Rogelberg, 2007). Selain itu,
isu kompetensi juga lazim dikaji pada saat
membicarakan tentang penimbangan Kkinerja
(performance appraisal).

Dengan menggunakan berbagai metode,
penimbangan kinerja yang digunakan organisasi
sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan
kompetensi (Kondrasuk, 2011). Dibandingkan
dengan metode-metode lain, keunggulan
menggunakan dimensi penimbangan kinerja
yang fokus pada kompetensi adalah adanya
kemudahan dalam memberikan umpan balik
dan mengusulkan langkah-langkah  yang
dibutuhkan guna mengkoreksi kelemahan yang
berhasil teridentifikasi (Aamondt, 2015).
Pemahaman tentang kompetensi ini berguna
untuk berbagai praktik manajemen sumber daya
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manusia termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan
dan pengembangan, mengidentifikasi orang-
orang terbaik untuk mengisi posisi-posisi
tertentu dan menjadi pondasi dari rencana-
rencana pengembangan yang memungkinkan
berbagai individu untuk menargetkan hal-hal
yang menjadi kekuatan atau membutuhkan
pengembangan lebih lanjut (Noe, Hollenbeck,
Gerhart & Wright, 2012).

Terkait dengan kompetensi, dunia kerja
mengenal apa yang disebut sebagai standar
kompetensi. Standar kompetensi adalah acuan
penting yang menyatakan tentang kompetensi
sumber daya manusia - yang dapat digunakan
antara lain untuk peningkatan kualitas dan daya
saing tenaga kerja; rekrumen, seleksi dan
penempatan sampai sertifikasi kompetensi
(Antara News, 2015). Terkait hal terakhir,
sertifikasi kompetensi ini dapat digunakan
untuk memastikan agar kompetensi,
keterampilan dan keahlian kerja yang dimiliki
tenaga kerja Indonesia diakui oleh pasar kerja
baik di dalam maupun di luar negeri.
Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya,
sejak tahun 2010, Dewan Pers bersama
komunitas pers menjalankan program sertifikasi
jurnalis untuk pemenuhan standar kompetensi
jurnalis profesional (Al Hafiz et. al., 2014).
Disusun berdasarkan konsensus masyarakat
pers, standar kompetensi ini menjadi alat ukur
profesionalisme jurnalis dalam melindungi
kepentingan publik, hak pribadi masyarakat
sekaligus menjaga kehormatan profesi. Dewan
Pers menjelaskan sejumlah  kata kunci
(keywords) terkait standarisasi kompetensi
sebagai Tabel 1.

Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya
adalah apakah yang Dewan Pers sebut sebagai
kompetensi minimal yang harus dimiliki
seorang jurnalis sebagaimana ditetapkan dalam

standar kompetensi. Dewan Pers (2010)
merumuskan  kompetensi  kunci  sebagai
kemampuan yang harus dimiliki untuk

mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam
pelaksanaan tugas - yang terdiri dari 11
kompetensi yaitu: 1) memahami dan menaati
etika jurnalistik, 2) mengidentifikasi masalah
terkait yang memiliki nilai berita, 3)
membangun dan memelihara jejaring dan lobi,
4) menguasai bahasa, 5) mengumpulkan dan
menganalisis informasi (fakta dan data) dan
informasi bahan berita, 6) menyajikan berita, 7)
menyunting berita, 8) merancang rubrik atau
kanal halaman pemberitaan dan/atau slot
program pemberitaan, 9) manajemen redaksi,
10) menentukan  kebijakan dan arah
pemberitaan, dan terakhir 11) menggunakan
peralatan teknologi pemberitaan.
Kompetensi-kompetensi tersebut di atas
diujikan oleh Lembaga Penguji dengan
menggunakan Uji Kompetensi dalam bentuk
assessment  center, yakni  digunakannya
beragam metode yang memunculkan berbagai
karakteristik untuk digunakan dengan tujuan
penilaian (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright,
2012). Hal ini mengerucut pada hasil berupa
keputusan kompeten atau tidaknya seseorang,
yang merupakan potret dari competency
assessment — yakni analisis atas serangkaian
keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan
hal-hal lain yang dibutuhkan terutama agar bisa
berhasil pada pekerjaan-pekerjaan  yang
berorientasi pada pengambilan keputusan
(decision-oriented) dan memiliki bobot intensif
pada pengetahuan (knowledge-intensive), yang
memotret sifat-sifat apa saja yang dibutuhkan
seseorang agar dapat memunculkan kinerja baik
— antara lain  motivasi, kepribadian,
keterampilan antar pribadi dan lain-lain - dan
bagaimana sifat-sifat  tersebut sebaiknya
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Tabel 1. Kata Kunci Standarisasi Kompetensi (Dewan Pers, 2010b)

Kata Kunci

Pengertian

Standar

Patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar; model bagi karakter unggulan

Kompetensi

Kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran,
pengetahuan dan keterampilan

Wartawan

Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam
bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis
saluran lainnya

Kompetensi
wartawan

Kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik
atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang
kewartawanan; menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Lembaga
Penguiji
Kompetensi

Lembaga yang memenuhi kriteria Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi, yakni:

1) perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, 2) lembaga
pendidikan kewartawanan, 3) perusahaan pers dan 4) organisasi wartawan. Lembaga
penguji berperan menentukan kelulusan dalam uji kompetensi dan Dewan Pers
mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut. Lembaga Penguji melalui proses
verifikasi oleh Dewan Pers. Setelah dinyatakan lulus verifikasi dari Dewan Pers, maka
Lembaga Penguji kemudian menentukan jenjang kompetensi.

Uji
Kompetensi

Ujian kompetensi dilakukan oleh Lembaga Penguji. Soal Uji Kompetensi disiapkan oleh
lembaga penguji dengan mengacu pada perangkat Uji Kompetensi dengan skala penilaian
10-100.

Pilihan metode dalam Uji Kompetensi adalah a) ujian lisan, b) peragaan, c) praktik, d)
studi kasus, e) jawaban tertulis, f) pilihan ganda, g) pemeriksaan produk, h) referensi, i)
dokumen hasil kerja, j) pengamatan, k) metode lain yang terkait.Hasil Uji Kompetensi
adalah a) kompeten (memperoleh nilai minimal 70) atau b) belum kompeten. Jurnalis
yang belum kompeten dapat mengulang pada kesempatan ujian berikut. Apabila terjadi
sengketa antar lembaga penguji atas hasil uji kompetensi, maka hal tersebut diselesaikan
dan diputuskan Dewan Pers.

Sertifikat
Kompetensi

Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas
jurnalistik. Apabila jurnalis pemegang sertifikat kompetensi tidak menjalankan tugas
jurnalistik selama dua tahun berturut-turut, maka apabila yang bersangkutan kembali
menjalankan tugas jurnalistik, maka kompetensi yang diakui adalah kompetensi terakhir
dalam sertifikat tersebut

Jenjang
Kualifikasi
Kompetensi

Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kualifikasi kompetensi
kerja dikategorikan menjadi Jenjang I, Il dan I1l. Untuk wartawan, kualifikasi kompetensi
adalah:

1) Kualifikasi 1 Wartawan Muda (kompetensi: melakukan kegiatan),

2) Kualifikasi Il Wartawan Madya (kompetensi: mengelola kegiatan) dan

3) Kualifikasi 111 Wartawan Utama (kompetensi: mengevaluasi dan memodifikasi proses
kegiatan).

Setelah menjalani jenjang Wartawan Muda sekurang-kurangnya 3 tahun, jurnalis tersebut
berhak mengikuti uji kompetensi Wartawan Madya. Setelah menjalani jenjang kompetensi
Wartawan Madya sekurang-kurangnya 2 tahun, jurnalis tersebut berhak mengikuti uji
kompetensi Wartawan Utama.

digunakan dalam konteks dan budaya organisasi
tertentu (Shell & Bohlander, 2007).

Selanjutnya standar kompetensi dari
Dewan Pers tersebut mengalami pengembangan
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Tabel 2. Subjek Penelitian

No Subyek Gender Keterangan

1 AP L Dosen fotografi spesialisasi foto jurnalistik
2 AR L Pewarta foto media berita nasional

3 BW L Pewarta foto kantor berita internasional
4 DW L Praktisi agensi foto

5 EW L Praktisi freelance

6 EP L Praktisi agensi foto

7 EN P Mantan editor kantor berita internasional
8 H L Editor foto media berita nasional

9 P L Dosen komunikasi

10 oM L Kurator galeri foto jurnalistik

11 YS L Peneliti sejarah foto jurnalistik Indonesia

- A

Gambar 1. Wawancara pengambilan data

1) T ;] ey
Gambar 2. Triangulasi hasil penelitian

sesuai dengan karakteristik jurnalis per media. berbeda dengan jurnalis media cetak, maka
Hal ini muncul dari media televise. Karena Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (I1JTI)
jurnalis televisi memiliki ciri khas tersendiri kemudian mengembangkan instrumen uji
dengan platform media audio visual yang kompetensi yang diadopsi dari standar Dewan
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Pers di atas dan diadaptasikan sesuai dengan
kebutuhan (Al Hafiz et. al., 2013). Mengacu
pada 11 kompetensi tersebut, IJTI menguraikan
tiap kompetensi secara mendetil menggunakan
deskripsi yang kontekstual dengan produk
jurnalistik televisi sebagai karya kolaboratif.

Dengan aspirasi serupa dengan IJTI, PFI
berproses menyusun versi yang sesuai
kebutuhan profesi pewarta foto. Standarisasi
kompetensi  tersebut dimaksudkan  untuk
diberlakukan pada mereka yang berprofesi
sebagai pewarta foto. Pewarta foto didefinisikan
secara operasional sebagai orang Yyang
melakukan tugas-tugas fotografi jurnalistik
secara konsisten untuk kepentingan media
cetak, media online dan kantor berita (Pewarta
Foto Indonesia, 2015b). Definisi tersebut
mencakup  juga pewarta foto lepas
(freelancer/stringer) yang dijabarkan sebagai
pewarta foto yang secara konsisten karya
fotonya dimuat di media cetak, media online
dan kantor berita - tanpa memandang status
kepegawaian. Adapun pihak yang nantinya
menjadi peserta standarisasi kompetensi ini
adalah anggota PFI yaitu pewarta foto warga
negara Indonesia - baik yang bekerja pada
media cetak, media on-line, kantor berita
maupun pewarta foto lepas yang karyanya
dimuat secara konsisten selama dua tahun -
serta mendapat rekomendasi dari Pengurus Kota
atau Pengurus Induk dari organisasi PFI
(Pewarta Foto Indonesia, 2015b).

Metode

Kenyataan bahwa PFI sebagai satu-satunya
organisasi profesi pewarta foto di Indonesia dan
pertama kali melakukan kajian standarisasi
kompetensi merupakan salah satu aspek dalam
menentukan metode penelitian. Penelitian ini
memilih pendekatan riset aksi (action research)

yang  bertujuan  salah  satunya  untuk
meningkatnya kemampuan anggota suatu
komunitas menentukan takdirnya sendiri

(Mertens, 2009). Hal ini sesuai dengan tujuan
PFI menyusun standarisasi kompetensi. Karena
kajian ini fokus pada satu unit analisa yakni
PFI, maka penelitian ini termasuk studi kasus
(case study) (Willig, 2008). Metode kualitatif
dipilih karena bertujuan mendapatkan gambaran
mengenai makna, termasuk di dalamnya
interpretasi yang dibuat oleh individu atas diri
mereka (Gigun, 2013). Hal ini sesuai dengan
tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan
penelitian  tentang gambaran  kompetensi
pewarta foto dimana deskripsi tersebut
diperoleh melalui uraian bagaimana pewarta
foto memaknai profesinya, merefleksikan dan
menginterpretasikan kompetensi apa saja yang
dibutuhkan untuk menghasilkan foto jurnalistik
dengan baik.

Strategi  penggalian informasi dalam
penelitian ini  adalah wawancara semi
terstruktur (semi-structured interview) dimana
sejumlah  pertanyaan disusun berdasarkan
urutan tertentu sehingga jawaban satu orang
dapat diperbandingkan dengan orang lain, akan
tetapi tetap ada ruang penggalian informasi
lebih lanjut misalnya dengan pertanyaan
lanjutan  (probing)  maupun  menambah
pertanyaan baru (Kothani, 2004 dan Stewart &
Cash, 2006). Aspek komparasi wawancara semi
terstruktur ini sesuai manfaat penelitian yang
ingin dicapai yakni standarisasi kompetensi; di
sisi lain strategi ini memungkinkan fleksibilitas
penggalian mengingat aspek kebaruan (novelty)
penelitian ini. Sejalan dengan strategi, teknik
analisis penelitian adalah coding yaitu reduksi,
kondensasi, distilasi, pengelompokan dan
klasifikasi atas data kualitatif yang tekstual,
non-numerik dan tidak terstruktur sampai
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Tabel 3. Kompetensi Pewarta Foto Muda, Madya dan Utama

No Kompetensi Kunci

Pewarta Foto

Muda

Madya

Utama

1 Memahami dan
menaati Kode Etik
Jurnalistik (KEJ)

Mampu memahami dan
mematuhi:

1. UU Pers
2. KEJ
3. Kode Etik PFI

Mampu memahami,
mematuhi dan

menegakkan:
1. UU Pers
2. KEJ

3. Kode Etik PFI

Mampu memahami,
mematuhi, menegakkan dan
melakukan edukasi dan/atau

advokasi:
1. UU Pers
2. KEJ

3. Kode Etik PFI

2 Mengidenti-fikasi
masalah yang
terkait dan
memiliki nilai
berita

1) Mampu memahami
kebijakan redaksi

2) Mampu
mengidentifikasi masalah
yang memiliki nilai berita
foto sesuai kebijakan
redaksi

Mampu mengelola
peliputan dengan
menyusun rencana dan
strategi

Mampu mengevaluasi
dan/atau menentukan
kebijakan dan/atau
memutuskan dan/atau
melakukan edukasi terkait
nilai berita foto

3 Membangun dan
memelihara
jejaring dan lobi

1) Mampu membuka
komunikasi dan
membangun kepercayaan
narasumber

2) Mampu membuka dan
mempertahankan
hubungan baik dengan
narasumber

3) Mampu memiliki basis
data narasumber yang
akurat dan terus
diperbaharui

Mampu mampu mengelola
dan/atau
mengkoordinasikan
jejaring dan lobi

Mampu mengevaluasi
dan/atau memberikan
masukan terkait dengan
jejaring dan lobi

4 Menggunakan
bahasa

Mampu menuliskan photo
caption secara akurat
sesuai kaidah jurnalistik
5W1H

2) Mampu menuliskan
features secara akurat
sesuai standar sesuai
kaidah jurnalistik 5W1H

(3) Mampu menuliskan
opini secara akurat sesuai
standar sesuai kaidah
jurnalistik SW1H

5 Mengumpul-kan
dan menganalisis
informasi berupa
fakta dan data
bahan berita

Mampu memiliki inisiatif
mencari, menggali,
memilih dan memilih
informasi di lapangan
dan/atau melakukan riset
dari berbagai sumber
untuk kepentingan liputan

Mampu melakukan
dan/atau
mengkoordinasikan tim
untuk mengumpulkan dan
menganalisis informasi

Mampu mengevaluasi
informasi dan/atau
memberikan informasi
tambahan untuk pengayaan

6 Membuat foto

Mampu membuat single
picture sesuai standar foto
jurnalistik

1) Mampu membuat photo
story sesuai standar foto
jurnalistik, dan/atau

2) Mampu mengelola
dan/atau
mengkoordinasikan proses
peliputan foto

1) Mampu membuat photo
critics sesuai standar foto
jurnalistik, dan/atau

2) Mampu mengevaluasi
dan/atau mengubah proses
peliputan foto

7 Mengedit foto

Mampu melakukan editing
dasar (memilih, resize,
cropping, brightness,
contrast, dll) dan filing
foto sendiri sesuai dengan
standar foto jurnalistik

Mampu memberikan
arahan dan/atau pengayaan
dan/atau membuat
keputusan terkait foto
yang dimuat sesuai dengan
standar foto jurnalistik

Mampu mengevaluasi
kebijakan pemuatan foto
dan/atau menyusun
standarisasi karakteristik
foto jurnalistik
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8 Merancang rubrik
dan/atau kanal
halaman
pemberitaan
(Berita Umum,
Berita Ekonomi,
Berita Olahraga

Tidak ada

Mampu mengisi foto untuk
rubrik dan/atau kanal
halaman pemberitaan

Mampu mengevaluasi
dan/atau merencanakan
kebijakan dan/atau
memutuskan rubrik /kanal
pemberitaan

dan Berita
Budaya)

9 Manajemen Mampu melaksanakan Mampu menyusun 1) Memiliki kemampuan
redaksi rencana kerja dan/atau memodifikasi kepemimpinan/leader-ship

rencana kerja (program,
budget, manajemen SDM,
penimbangan
kinerja/performance
appraisal, dll) dan
menyusun laporan hasil
kerja secara periodik

dalam meng-arahkan
kebijakan redaksi

2) Mampu mengevaluasi
laporan kerja dan/atau
mengembangkan program
peningkatan
kapasitas/capacity building
SDM dan/atau
mengembangkan sistem
secara periodik

10  Menentukan
kebijakan dan
arah pemberitaan

1) Mampu mengikuti
keputusan rapat redaksi

2) Mampu menerjemahkan
keputusan rapat redaksi
dalam pembuatan foto

3) Mampu memberi usul
liputan foto dalam rapat
redaksi

Mampu menerjemahkan
keputusan rapat redaksi
dalam mengelola dan/atau
mengkoordinir proses
liputan foto

Mampu mengevaluasi
dan/atau mengubah
keputusan rapat redaksi

11  Menggunakan
peralatan
teknologi
informasi
pemberitaan

Mampu menggunakan dan
merawat alat kerja
(kamera, lensa, flash,
baterei, tripod, dll) sesuai
standar

1) Mampu mengatur
dan/atau mengusulkan
peralatan fotografi

2) Mampu merancang
liputan sesuai alat kerja

1) Mampu membuat
keputusan investasi terkait
alat kerja

2) Mampu menyusun sistem
dan infrastruktur terkait alat

3) Mampu mengikuti kerja
perkembangan teknologi
informasi pemberitaan
atas fenomena (Basit, 2003). metode pengambilan sampel berdasarkan
Langkah penelitian ini adalah sebagai kriteria yang relevan dengan penelitian,

berikut. Setelah melakukan serangkaian diskusi
terkait rencana penelitian, PFI menyediakan
daftar narasumber yaitu para pewarta foto yang
dianggap pakar dalam organisasi profesi
tersebut, mencerminkan keberagaman profesi
pewarta foto serta memiliki kemampuan
artikulasi memadai untuk memberikan uraian
deskriptif tentang kompetensi. Kriteria ini yang
digunakan untuk purposive sampling, yaitu

mewakili karakteristik kelompok yang diteliti
serta  sebisa  mungkin mencerminkan
keberagaman dari populasi yang dikaji (Ritchie,
Lewis & Elam, 2003). Adapun narasumber
tersebut adalah sebagai Tabel 2. Semua berusia
di atas 40 dengan pengalaman bekerja sebagai
pewarta foto minimal 5 tahun.

Selama November-Desember
dilakukanlah  tahap  pengumpulan

2015
data.
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Sebanyak 15 orang mahasiswa yang mengambil
mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi
mendapatkan ~ pembekalan  seputar  isu
kompetensi. Mereka kemudian difasilitasi untuk
menyusun daftar pertanyaan wawancara. Uji
coba daftar pertanyaan dilakukan melalui
wawancara panel (panel interview) dengan
salah satu narasumber (lihat Gambar 1).

Setelah mendapatkan penugasan
narasumber yang dilakukan secara acak, para
mahasiswa kemudian melakukan riset internet
tentang biodata para narasumber - termasuk di
dalamnya mempelajari karya para pewarta foto
sebagai bahan pembuka wawancara dan
membangun  hubungan  baik  (rapport).
Kemudian kelompok yang terdiri dari 2-3 orang
mahasiswa melakukan wawancara tatap muka
maupun via telpon berdurasi 60-90 menit
dengan para narasumber yang diawali dengan
pernyataan kesediaan (informed consent) (lihat
Gambar 1). Karena satu narasumber adalah
warga negara asing yang mampu berbahasa
Indonesia namun lebih nyaman bercakap-cakap
menggunakan b ahasa ibunya, maka satu
wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris.
Setelah menuntaskan  pengumpulan data,
mahasiswa menyusun transkripsi semi verbatim

sebagai hasil wawancara sepanjang bulan
Januari 2016.

Pengolahan data dilakukan  dengan
mengaplikasikan  coding atas transkripsi

wawancara yang menghasilkan ekstraksi tema-
tema kunci kompetensi pewarta foto. Teknik
analisis yang digunakan adalah
mengidentifikasi kata-kata kunci yang muncul
dalam hasil transkripsi tersebut, kata-kata kunci
tersebut kemudian dikelompokkan sesuai
dengan referensi yang digunakan dalam
penyusunan standarisasi kompetensi ini yaitu
panduan dari Dewan Pers dan standar yang

telah disusun oleh organisasi profesi jurnalistik
lainnya seperti Aliansi Jurnalis Independen
(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (1JTI)
dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Adapun alat analisis (tool of analysis) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 11
kompetensi kunci Dewan Pers vyaitu: 1)
memahami dan menaati etika jurnalistik, 2)
mengentifikasi masalah terkait yang memiliki
nilai berita, 3) membangun dan memelihara
jejaring dan lobi, 4) menguasai bahasa, 5)
mengumpulkan dan menganalisis informasi
(fakta dan data) dan informasi bahan berita, 6)
menyajikan berita, 7) menyunting berita, 8)
merancang rubrik atau kanal halaman
pemberitaan dan/atau slot program pemberitaan,
9) manajemen redaksi, 10) menentukan
kebijakan dan arah pemberitaan, dan terakhir
11)  menggunakan  peralatan  teknologi
pemberitaan Kesebelas kompetensi ini
digunakan d alam bentuk matriks atau tabel.
Langkah-langkah di atas dilakukan sepanjang
bulan Februari-April 2016. Di bulan Mei, hasil
tersebut didiskusikan dengan anggota PFI untuk
mendapatkan masukan (lihat Gambar 2).

Hasil dan Diskusi

Setelah menjalani proses tersebut di atas,
penelitian ini menghasilkan gambaran tentang
kompetensi pewarta foto untuk Kkategori
Pewarta Foto Muda, Madya dan Utama. Hasil
dari penelitian ini adalah sebanyak 11
kompetensi pewarta foto sesuai ketiga jenjang
tersebut (lihat Tabel 3). Seperti dijelaskan
sebelumnya, 11 kompetensi disusun mengikuti
acuan standar kompetensi jurnalis media cetak
dan televisi.

Diskusi yang muncul dari penelitian ini
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adalah perlunya untuk lebih
mempertimbangkan kompetensi yang mewakili
freelancer/stringer yang notabene pewarta foto
fungsional atau yang memilih  bekerja
sepenuhnya di lapangan sehingga tidak
mengemban tanggung jawab struktural di dalam
manajemen redaksi media. Hal ini mengemuka
terutama  saat  mendiskusikan  tentang
Kompetensi 9 Manajemen Redaksi dan
Kompetensi 10 Menentukan Kebijakan dan
Arah Pemberitaan.

Kesimpulan

Penelitian ini mendapatkan hasil berupa
gambaran kompetensi pewarta foto,
sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 11
kompetensi kunci inilah yang harus dikuasai
oleh pewarta foto di seluruh Indonesia, baik
tingkat Muda, Madya maupun Utama, agar
dapat menjalani profesi menghasilkan foto
jurnalistik dengan baik.
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penelitian ini.
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